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Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2024 oleh oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Timur dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1/Pid.S/2024/PN Mdn, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:Pertanggungjawaban Pidana Oknum PPK Medan Timur: Berdasarkan pendekatan dualistis hukum pidana, ketiga terdakwa (MRR, ASBH, dan Ju) secara sah dan meyakinkan wajib memikul pertanggungjawaban pidana perorangan atas kejahatan pemilu yang dilakukan secara bersama-sama (medeplegen). Porsi kesalahan subjektif (mens rea) para terdakwa berada pada derajat kesengajaan murni sebagai maksud (dolus directus), di mana mereka secara sadar mengetahui dan menghendaki penggeseran serta manipulasi selisih suara dari Partai Buruh dan PKN untuk dialihkan ke PKB.
Perbuatan materiil (actus reus) tersebut secara utuh telah menggenapi unsur melawan hukum pidana khusus pemilu dalam kualifikasi delik jabatan khusus (delicta propria). Mengingat para terdakwa adalah subjek hukum yang sehat secara mental (mampu bertanggung jawab) serta tidak ditemukannya alasan penghapus pidana (baik pembenar maupun pemaaf) di persidangan, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap para terdakwa memiliki legitimasi hukum yang mutlak.Analisis Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Negeri Medan: Alur penalaran hukum (legal reasoning) Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan vonis minimalis selama 3 (tiga) bulan penjara didasarkan pada pemenuhan syllogisme hukum formal-positivistik melalui sistem pembuktian negatif (negatief wettelijk) yang bersumber dari kesesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat otentik (Formulir C.Hasil dan D.Hasil). 
Namun, dalam penentuan berat sanksi (strafmaat), hakim tingkat pertama terjebak dalam pragmatisme prosedural peradilan cepat (speedy trial) dan pendekatan individualisasi pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada aspek rehabilitatif-personal (terdakwa sopan, mengakui perbuatan, dan kepala keluarga). Hakim Pengadilan Negeri Medan menerapkan paradigma kekangan yudisial (judicial restraint) yang pasif, sehingga mengabaikan substansi penegakan keadilan makro dan melumpuhkan mandat pemberatan sanksi sepertiga (1/3) bagi aparat penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 554 UU Pemilu.
Kendala dan Hambatan PPK dalam Pemilu Legislatif: Hambatan fungsional yang dihadapi oleh PPK di lapangan bersifat multidimensional yang mencakup aspek internal dan eksternal. Hambatan tersebut meliputi beban kerja ekstrem yang tidak proporsional sehingga mendegradasi konsentrasi fisik-psikis penyelenggara, ketidakandalan infrastruktur digital aplikasi Sirekap yang melahirkan fenomena Cultural Lag dan ruang abu-abu manipulasi, serta lemahnya sistem pengawasan melekat (checks and balances) dari Panwascam dan saksi parpol yang menciptakan celah hukum (loophole). Hambatan sosiologis yang paling destruktif adalah kuatnya tekanan struktural (structural strain) berupa intervensi relasi kuasa politik elit lokal dan godaan material yang mengeksploitasi rapuhnya budaya hukum (legal culture) serta rendahnya kompetensi teknis-yuridis komisioner ad-hoc, sehingga mengubah posisi PPK dari benteng pelindung suara menjadi instrumen terjadinya kejahatan kerah putih pemilu (electoral white-collar crime).
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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU):
Perlu dilakukan penguatan sistem keamanan data yang lebih ketat dan multi-factor authentication agar tidak mudah dimanipulasi. Selain itu, seleksi calon anggota PPK harus lebih ketat tidak hanya dari segi teknis, tetapi juga integritas moral dan pemahaman hukum yang kuat agar memahami konsekuensi berat dari pelanggaran pidana pemilu.
2. Bagi Penegak Hukum:
Diharapkan dalam memeriksa perkara tindak pidana pemilu kedinasan dimasa mendatang, jajaran majelis hakim tingkat pertama tidak hanya bersandar pada keadilan korektif yang bersifat minimalis. Hakim harus berani menjatuhkan sanksi yang lebih progresif dan mendekati batas maksimal tuntutan undang-undang. Hal ini penting guna menegakkan muruah peradilan dan memberikan efek jera yang nyata bagi siapapun aparatur negara yang berniat mencurangi suara rakyat.
3. Bagi Masyarakat dan Calon Penyelenggara Pemilu
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Hendaknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Jabatan sebagai penyelenggara pemilu adalah amanah yang suci, bukan ladang untuk melakukan kecurangan. Segala bentuk pelanggaran, sekecil apapun, pada akhirnya akan terungkap dan dipertanggungjawabkan di depan hukum.
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